
  

123 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
BUKU: 
 
Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan 

Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia 
 
Ahmadi Miru. 2014. Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak. Jakarta: 

Rajagrafindo Persada 
 
  . 2017. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada 
 
Ahmadi Miru dan Sakkat Pati, 2014. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 

Pasal 1233 Sampai 1456 BW). Jakarta: Rajagrafindo Persada 
 
  . Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna 

Pasal-pasal Perjanjia n Bernama dalam BW). Makassar: UPT Unhas 
Press 

 
Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen. 

Jakarta: Rajagrafindo Persada 
 
Az. Nasution. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Pengantar. 

Jakarta: Diadit Media 
 
Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan 

Memahami Hukum. Yograkarta: Laksbang Pressindo 
 
Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan 

Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media 
 
Janus Sidabalok. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. 

Bandang: Citra Aditya Bakti 
 
Mariam Darus Badrulzaman, dkk. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. 

Jakarta: Citra Aditya Bakti 
 
P.N.H Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. 

Jakarta: Djambatan 
 
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group 
 
  . 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group 



  

124 
 

 
Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. 

Surabaya: Bina Ilmu 
 
R. Subekti. 2008. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. 
 
Rosmawati. 2018. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group 
 
Said Sampara, dkk. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total 

Media  
 
Satjipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti 
 
Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo 
 
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI 

Press 
 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2008. Hukum Perdata: Hukum Benda. 

Yogyakarta: Liberty:  
 
Riduan Syahrani. 2004. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra 

Aditya Bakti 
 
Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. 

Jakarta: Kencana 
 
JURNAL: 
 
Hariadi. 2020. Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perbuatan 

Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar 
Biasa “Peninjauan Kembali” (Kajian Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 405 PK/PDT/2017), Jurnal Juridica. 
Volume 2 Nomor 1 

 
Nurti Widayati & Ian Nurpatria Suryawan. 2016. Wanprestasi Versus 

Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek. Jurnal 
Media Bisnis. Volume 8 Nomor 1 

 
Riry Elizabeth Hutabarat & Sri Redjeki Slamet. 2015. Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Jurnal Lex Jurnalica. Volume 12 
Nomor 1 

 



  

125 
 

Socha Tcefortin Indera Sakti. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak 
Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. Jurnal 
Privat Law. Volume VIII No. 1 

 
KARYA ILMIAH: 
 
Andi Muh. Asnan Yusfin. 2017. Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian 

Jual Beli Tenaga Listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik 
Negara (Persero). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa 

 
Dewi Lestari Simanjuntak. 2013. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian 

Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan 
Pelanggan. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 

 
Isnaini Iskandar. 2016. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 

Antara PT. PLN Dengan Konsumen Dalam Hal Terjadi Perubahan 
Kepemilikan Tanah dan Bangunan. Tesis Fakultas Hukum 
Universitas Andalas Padang 

 
Titiek Sri Wahyuni. 2012. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. PLN 

(Persero) Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. Tesis 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 

 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: 
 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
 
Burgerlijk Wetboek (BW) 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan 
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan 
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 

 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 

2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait 
Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) 

 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 

2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu 



  

126 
 

Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga 
Listrik Oleh PT. PLN (Persero) 

 
Permen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 tahun 2018 

tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan 
 
Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.0016.P/DIR/2015 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Dan Penelitian Piutang Ragu-
Ragu (PT. PLN Persero) 

 
INTERNET: 
 
https://indrajidtraigaribaldi.wordpress.com/2016/08/13/perjanjian-jual-

belimenurut-undang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-
indrajidt-rai-garibaldirai/ 

 
https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/ 
 
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-

dalamperjanjian/ 
 
https://slodjk.esdm.go.id/halaman/prosedur--persyaratan-penerbitan-slo 

 


